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Pendaftaran tanah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum
mengenai tanah, hal ini ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Namun tanah yang berada dalam
Kawasan Huan tida didaftar pada Kantor Pertanahan. K etiadaan pendaftaran tanah tersebut membawa akibat
lemahnya pembuktian atas keberadaan Kawasan Hutan, meski atas tanah tersebut telah mendapat
penunjukan dan penetapan sebagal Kawasan Hutan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Hal ini
terlihat pada putusan atas sengketa Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan, yakni putusan-putusan yang
menjadi obyek analisis dalam tesisi ini. Intinya adalah bahwa gugatan tidak dapat diterima karena letak,
batas, luas tanah tidak jelas. Alasan ini telah dipergunakan oleh hakim pada putusan Peninjauan Kembali
pada tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh hakim pada Pengadilan Tinggi pada tahun 2007, Hakim tidak
meninjau sengketa tersebut dari sudut hukum Pertanahan dan Undang-Undang K ehutanan. Hakim hanya
terpaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sgja, yaitu tentang pembuktian. Hal ini jelas merupakan
kelemahan yang diakibatkan oleh ketiadaan pendaftaran tanah terhadap Kawasan Hutan. Sesungguhnya jika
diteliti tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan bukan merupakan obyek
pendaftaran tanah.

Berdasarkan tujuan dari pendaftaran tanah yakni, untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap tanah,
Kawasan Hutan sebaiknya didaftarakan di Kantor Pertanahan sebagai tanah Negara, sesuai hukum
pertanahan maka untuk pendafataran tanah Negaratidak akan diterbitkan sertipikat, tapi hanya didaftar pada
daftar tanah di kantor pertanahan. Pendaftaran menurut hukum pertanahan akan memberi kepastian hukum
terhadap Kawasan Hutan dan juga Departemen K ehutanan akan mempunyai alat bukti yang kuat tentang
status tanah dalam Kawasan Hutan, serta akan melindungi keberadaannya dari usaha masyarakat sekitar
yang mengklaim persilpersil tanah dalam Kawasan Hutan sebagai tanah milik.

<hr>

Land registration is-an activity conducted to provide legal certainty assurance regarding iand, thisis
stipulated by the based principles of Agrarian Law however, land located in forest areais not registered at
land office. The absence of land registration over Forest area has caused the weakness for evidencing for
existence force regarding the presence of forest area* even though over such land has been obtained
designation and affirmation as forest area through the decree of the Minister of Forestry according to the
Forestry Law. This can be noticed in the decisions towards disputes over lands located in forest area, which
are the decisions which become the object of analysisin this essay. The principles of such decisionsisthe
claim is unacceptabl e because the location; bordera, size, of the disputed land is not clear, this reason of the
judges has been used in the decision for judicial review to the supreme court in 1978, and then, it was f
ollowed by judges in the high courtsin 2007, the judges did not observe such dispute of land from the point
of view of Land Law and Forestry Law, Judges was only focusing on the Civil Code which is regarding
evidences . thisis cleérly a weakness caused by the absence o f land registration over Forest Area, Actually*
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if being observed, cannot be found the presence of provision which states that Forest Areais not an object of
Land Registration.

Based on the objective of land registration, which is, to provide legal certainty assurance over land, Forest
Area should be registered at the Land Office as State Land. Registration according to Land Law will provide
legal certainty. With land registration over Forest Area, then, the Ministry of Forestry will have sound
evidence regarding the status of the land in Forest Area. And it will also protect its presence from the effort
of its surrounding community who claim the parcels of lands in Forest Area as their proprietary rights.



